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Abstrak :  setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang 

sama dihadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak 

asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan persamaan 
didepan hukum, Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab 

atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai 
bentuk pelayanan terhadap pemenuhan rasa keadilan di 

Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum 

untuk masyarakat miskin di Daerah; 
 

 Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat 
(6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;  

 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Azas, Maksud Dan 
Tujuan, Prinsip dan Pendekatan, Sasaran dan Ruang Lingkup, 

Hak dan Tanggung Jawab, Pendataan Dan Pemutakhiran Data 
Penduduk Miskin, Kebijakan, Strategi Dan Program Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, Program, Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pengawasan, Monitoring 
Dan Evaluasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, 

Pengaduan Masyarakat, Larangan, Penyidikan, Ketentuan 
Pidana, Ketentuan Peralihan  . 

 
 

Catatan :  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juni 
2017; 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program 
penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan tetap 

dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun, dengan 
ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib 
disesuaikan dengan peraturan Daerah ini. 
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